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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 206); 

 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Balangan Tahun 2021 Nomor 2); 

 

7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 
tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 40) 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.  
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah kabupaten Balangan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Balangan. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Balangan. 

5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 
oleh penyelenggara Pelayanan Publik. 
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Pasal 2 
 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 
bagi SKPD untuk menerapkan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 
 

 

Pasal 3 
 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk : 
a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan 

Pemerintah Daerah; dan 
c. pembentukan kerjasama antar SKPD dalam pengembangan inovasi. 
 

BAB II 
INOVASI DAERAH 

 
Pasal 4 

 
(1) Inovasi Daerah diterapkan dalam rangka meningkatkan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan 
publik dan peningkatan potensi sumber daya saing Daerah. 
 

(2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterapkan pada Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tatalaksana 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pengembangan potensi 
Daerah. 

 

(3) Daftar Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 

BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 5 

 

(1) Setiap SKPD wajib mendaftarkan setiap Inovasi yang diterapkan 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui Sistem Inovasi 
Daerah. 
 

(2) Terhadap Inovasi yang sudah dilaporkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), maka SKPD yang membidangi urusan penelitian dan 
pengembangan di Daerah wajib melakukan pembinaan atas 
penerapan Inovasi Daerah tersebut. 
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NO NAMA INOVASI SKPD PENGAMPU 

216. 

Optimalisasi Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi 
Pengelolaan Keuangan Desa Pada Seksi Pembinaan Dan 
Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Lampihong 
Kabupaten Balangan 

 

217. Sistem Disposisi Digital (Sidigit) Kecamatan Juai 

218. Si Likit (Sistem Informasi Publik Digital) 

219. Pelayanan Informasi Publik Berbasis Website Kecamatan Halong 

220. e-MONALISA (Monev Pengelolaan Keuangan Desa) Kecamatan Tebing 
Tinggi 

221. Klinik Monalisa (Klinik Konsultasi Dana Desa)  

222. TERSIRAT (Tertib Administrasi Surat)  

223. Mendadak Online  

224. 

Optimalisasi Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa 
Berbasis Google Form Pada Seksi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kantor Camat Tebing Tinggi Kabupaten 
Balangan 

 

225. 
DARLING PAMAN JAHAT (Kader Lingkungan Pemantauan 
Makanan Jajanan Sehat) 

UPT. Puskesmas 
Paringin 

226. RESOL MAYU (Resep Online untuk Masyarakat Umum)  

227. SI KEDOK (Sistem Kendali Dokumen Rekam Medis Melalui 
Alat Bantu Tracer) 

 

228. 
MASKULIN (Masyarakat Paringin Sehat Dengan 
Kunjungan Puskesmas Keliling) 

 

229. GERBANG PESONA (Gerakan Bangkit Peduli Pasien 
Corona) 

 

230. 
Optimalisasi Pengembalian Berkas Rekam Medis Ruang 
Poliklinik Melalui Tracer Pada Perekam Medis Terampil 
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Paringin Tahun 2022 

 

231. 
Optimalisasi Waktu Pelayanan Resep Melalui Media E-
Resep Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi 
Manajemen Puskesmas Di Puskesmas Paringin 

 

232. 
Optimalisasi Penggunaan Odontogram Untuk Melengkapi 
Data Rekam Medis Pasien Poli Gigi Di Puskesmas Paringin 
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan 

 

233. MOTOR BALAP (Motivator Perubahan Perilaku Menuju 
Parsel Sehat) 

UPT. Puskesmas 
Paringin Selatan 

234. 
WADAI LAKATAN MANIS (Whatsapp Pada Ibu Hamil 
Dilakukan Untuk Peningkatan Pengetahuan Menuju 
Masyarakat Paringin Selatan Sehat ) 

 

BAPPEDALITBANG
Highlight
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